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POLEMIK RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 

DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 

M. Luthfan Arsyi Mawarid, Fadiya Nadira dan Ronaldo Dwi Putro 

Universitas Sriwijaya 

I.  PENDAHULUAN 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menyatakan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Dengan demikian 

artinya wilayah penyebaran dari  Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disingkat 

COVID-19) telah mencakup lingkup dunia.. Hadirnya COVID-19 di Indonesia 

telah menimbulkan banyak korban jiwa dan telah menunjukkan peningkatan dari 

waktu ke waktu. Untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 maka dilakukan 

penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020. Ketentuan 

mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Komisi Pemilihan Umum menyatakan 

bahwa kampanye dapat dilaksanakan dalam tujuh bentuk kegiatan. Bentuk-bentuk 

kegiatan tersebut ialah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen 

raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau 

sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; 

peringatan hari ulangtahun Partai Politik, dan/atau melalui Media Daring. 1 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling 

banyak 100 (seratus) orang.2 

 
1 Lihat Pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. 
2 Lihat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. 
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 Namun, ketentuan Komisi Pemilihan Umum yang memberikan izin untuk 

menggelar kegiatan yang memicu keramaian merupakan hal yang kontradiktif 

dengan tujuan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Akibat 

kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas, kasus pelanggaran 

protokol kesehatan terus mengalami peningkatan. Bawaslu mencatat terdapat 918 

pelanggaran protokol kesehatan selama 30 hari kampanye. Jumlah tersebut terdiri 

dari 237 pelanggaran di sepuluh hari pertama masa kampanye, 375 pelanggaran di 

sepuluh hari kedua masa kampanye dan 306 pelanggaran di sepuluh hari ketiga 

masa kampanye.3 Lantas, apa urgensi diselenggarakannya pilkada di tengah situasi 

COVID-19 dan bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol 

kesehatan saat kampanye? 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 
3 Fitria Chusna Farisa, ‘Sebulan Kampanye Pilkada, Pelanggaran Protokol Kesehatan Hampir 

Seribu’, (Kompas.com 2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-

kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all#page2> accessed 29 

Oktober 2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all#page2
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/19393911/sebulan-kampanye-pilkada-pelanggaran-protokol-kesehatan-hampir-seribu?page=all#page2
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III. ANALISIS HUKUM 

1. Urgensi Pelakanaan Pilkada Serentak dalam Situasi COVID-19 

“Salus Populi Suprema Lex Esto” Keselamatan rakyat adalah hukum 

tertinggi. Tingginya tingkat penyebaran pandemi COVID-19 dewasa ini menjadi 

tantangan bagi berbagai negara di dunia dalam menjalankan aktivitas seperti biasa. 

Bidang politik dan penyelenggaraan negara menjadi salah satu aspek yang ikut 

terpengaruh dengan adanya COVID-19. Contohnya ialah pemerintah Hong Kong 

yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilu dalam waktu satu tahun 

karena tingginya angka penularan COVID – 19.4 

Di Indonesia, COVID-19 sendiri menjadi masalah yang serius. Berdasarkan 

data pada 30 Oktober 2020, terdapat 406.945 kasus positif, 334.295 kasus sembuh 

dan 13.782 kasus meninggal yang diakibatkan oleh pandemi ini.5 Untuk menekan 

angka penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan protokol 

kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di 

Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pilkada harus tetap 

diselenggarakan mengingat pentingnya peran kepala daerah definitif di tengah 

pandemi untuk pemerintahan daerah yang optimal. Dengan adanya kepala daerah 

definitif maka kebijakan yang diambil akan relatif lebih luas dibandingkan dengan 

pelaksana tugas yang memiliki batasan. Hal ini penting karena kita tidak tau kapan 

berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia merupakan negara 

demokrasi sehingga setiap warga negara harus memiliki hak untuk memilih dan 

dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada 

tidak dapat ditunda.  

 
4 Fernando Cheung,‘Why Did Hong Kong Delay Its Election — by a Year?’ (Nytimes.com 2020) 

<https://www.nytimes.com/2020/08/02/opinion/hong-kong-election-china.html> accessed 30 

Oktober 2020 
5 Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ‘Infografis COVID-19 30 Oktober 2020’ (COVID-19.go.id 

2020) <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-oktober-2020> accessed 30 Oktober 

2020 

https://www.nytimes.com/2020/08/02/opinion/hong-kong-election-china.html
https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-oktober-2020
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Upaya preventif yang dilakukan ialah mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagai regulasi dalam 

melaksanakan pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19. Ketentuan 

pelaksanaan kampanye yang diatur di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 

memperbolehkan pelaksanaan pentas seni, panen raya dan konser music 

dilaksanakan melalui daring maupun pertemuan langsung.6 Ketentuan tersebut 

tentunya berkontradiksi dengan tujuan penundaan pemilihan kepala daerah. 

Apabila seseorang tidak mematuhi protokol kesehatan maka ia merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa 

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.7. 

Dalam segi perubahan hukum di masyarakat terdapat dua bentuk perubahan 

hukum. Pertama adalah perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Artinya, 

masyarakat sudah terlebih dahulu menerapkan perbuatan yang diatur sebelum 

perbuatan tersebut diubah dalam hukum. Kedua adalah perubahan hukum yang 

bersifat proaktif. Artinya, dalam hal ini perubahan belum terjadi di masyarakat 

tetapi hukum dapat mempercepat adanya perubahan pada masyarakat.8 Dengan 

demikian hukum dapat berperan sebagai agent of change pada masyarakat. Dimana 

hukum tidak terpaku kepada sudut pandang dogmatis melainkan menyesuaikan 

dengan kondisi ataupun keadaan yang ada di masyarakat. 

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam PKPU No. 13 

Tahun 2020 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 telah diubah 

menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 

 
6 Lihat Pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. 
7 Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
8 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum (Kencana 2011). [54-55]. 
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Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa bentuk-bentuk kegiatan kampanye dilaksanakan melalui media sosial dan 

media daring serta memberikan larangan tegas untuk tidak mengadakan konser 

musik ataupun kegiatan-kegiatan yang memicu keramaian. Dalam hal Pasangan 

Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, 

dan/atau pihak lain yang melanggar larangan maka dikenai sanksi berupa 

peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat 

terjadinya pelanggaran; dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye 

di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 

(satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; larangan melakukan metode 

Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.9 

Namun, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 tidak bisa dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi administratif berupa 

diskualifikasi pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut disebabkan karena aturan 

tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak harus berlandaskan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemberian sanksi tegas kepada pelanggar protokol 

kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

memuat aturan pilkada di masa normal dan bukan di masa pandemi. Oleh karena 

itu, untuk mengubah aturan secara progresif maka pemerintah perlu merevisi 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 atau menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Rencana pelaksanaan pilkada serentak berkontradiksi dengan kondisi saat ini. 

Dimana di saat pandemi COVID-19 sedang menjadi persoalan yang ada di 

masyarakat, terdapat rencana untuk melaksanakan pilkada serentak. Hal tersebut 

 
9 Lihat Pasal 88D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 
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menjadi persoalan yang dilematis bagi pemerintah. Oleh sebab itu, dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah. 

Salah satunya adalah pemerintah tidak dapat mengesampingkan keselamatan 

rakyatnya.  

Adapun cara agar pemerintah dapat menjamin keselamatan rakyat dalam 

situasi COVID-19 ini adalah dengan meminimalisir kontak langsung antar individu. 

Dalam menetapkan suatu peraturan, pemerintah dapat mengkaji aspek sosiologis di 

masyarakat. Peraturan yang dibentuk dapat menyesuaikan keadaan masyarakat 

dengan substansi dalam peraturan itu sendiri. Dalam situasi pandemi COVID-19, 

pemeritah sebaiknya tidak memaksakan melaksanakan pilkada secara serentak 

dikarenakan tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda di setiap daerah di 

Indonesia. Akan tetapi, pemerintah dapat melaksanakan Pilkada dengan 

memperhatikan penyebaran COVID-19 di tiap daerah dan menjadikannya sebagai 

standarisasi bagi daerah sebagai syarat dilaksanakannya Pilkada di daerah tersebut. 

Di samping itu, sanksi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dinilai 

sangat lemah. Sanksi yang ada tidak akan memberikan efek jera yang besar bagi 

pasangan calon kepala daerah, partai politik, ataupun tim kampanye. Apabila sanksi 

yang telah ada saat ini tidak diubah maka akan terjadi peningkatan potensi 

pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye.  Oleh karena itu, untuk 

mengakomodir sanksi yang tegas maka perlu dilakukan revisi Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2016 atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu). 
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UPAYA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL 

KEPADA WARGA NEGARA SEBAGAI PEMILIH DAN DIPILIH PADA 

PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI 

COVID-19 

Anisah Putri Ananda, Arya Putra Rizal Pratama, dan Mawaddah Putri 

M.Parinduri 

Universitas Andalas 

 

I. Kasus Posisi 

       Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sedang dilakukan 

dengan protokol Covid-19 sebagai kehidupan baru (New Normal). Indonesia 

melaksanakan Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah yang awalnya 

direncanakan pemungutan suara pada September 2020 dan Komisi Pemilihan 

Umum telah memulai tahapan penyelenggaraan sejak Oktober 20191. Pelaksanaan 

ini tertunda diakibatkan karena penyebaran Covid-19 di Indonesia pada tanggal 3 

Maret 2020. Tentunya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 

2020 tentang “Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019”. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu berdasarkan pertimbangan 

untuk dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 

2020 untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri2. Penundaan ini sempat 

mengalami suatu polemik terhadap kegiatan pilkada yang diakibatkan resiko-resiko 

apabila proses pemilihan ini tetap dilanjutkan. Peristiwa terbaru, dimana Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 mengalami suatu 

 
             1 Boyke Ledy Watra,(“Melanjutkan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19”),(15 Juni 2020), 

https://www.antaranews.com/berita/1554200/melanjutkan-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19, 

diakses pada tanggal 28 September 2020. 

            2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang. 

https://www.antaranews.com/berita/1554200/melanjutkan-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19


 

12 
 

permasalahan terhadap pelonggaran aktivitas pemilihan kepala daerah yang 

mengancam peningkatan penyebaran Covid-19. Menurut Deputi Sistem dan 

Strategis BNPB ,Wisnu Widjaja, bahwa aturan-aturan di dalam Peraturan KPU 

(PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi 

Bencana Non Alam Covid-19 memberi celah potensi terjadinya kerumunan massa3. 

Secara fakta bahwa, pada substansi peraturan tersebut menjelaskan bahwa 

“Membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung yang hadir paling banyak 50 

(lima puluh) orang untuk seluruh Pasangan Calon dan memperhitungkan jaga 

jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye”4.  Secara keadaan di 

lapangan bahwa proses kampanye yang seharusnya telah ditentukan melalui 

Daring. Tetapi  masih terdapatnya kerumunan yang diakibatkan beberapa Calon 

kepala daerah yang turun ke jalan hingga mengadakan konser musik. Fenomena ini 

mencerminkan bahwa pengaturan mengenai Pilkada disaat Covid-19 masih 

terdapatnya kelemahan dan ditambah masyarakat di Indonesia yang akan 

rendahnya mematuhi Protokol Covid-19.  Menurut Informasi bahwa, selama masa 

pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran 

terkait aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-195. 

II. Isu Hukum 

1. Bagaimana upaya Negara dakam Perlindungan Hak Konstitusional terhadap 

Warga Negara ? 

2. Apakah Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020 di Indonesia Dapat 

Terlaksana di Masa Pandemi COVID-19 ? 

 

 
          3 Dian Erika Nugraheny, (“Polemik Aturan Konser Musik Saat Pilkada di Tengah Covid-

19”), (17 September 2020), https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/06534931/polemik-

aturan-konser-musik-saat-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all, diakses pada tanggal 28 

September 2020 

           4 Pasal 59 huruf a1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemiliihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau 

Walikota  Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus 

Dieases 2019 (Covid-19) 

             5 Fitri Chusna Farisa, (“Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desak untuk Menunda”), 

(21 September 2020), https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/08031821/pilkada-ancaman-

klaster-covid-19-dan-desakan-untuk-menunda?page=all, diakses pada tanggal 28 September 2020 

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/06534931/polemik-aturan-konser-musik-saat-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/06534931/polemik-aturan-konser-musik-saat-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/08031821/pilkada-ancaman-klaster-covid-19-dan-desakan-untuk-menunda?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/08031821/pilkada-ancaman-klaster-covid-19-dan-desakan-untuk-menunda?page=all
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III. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan 

3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020  Tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam 

Kondisi Bencana Non Alam Covid-19  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 

Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,  

5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Kepada Daerah disaat Covid-19, dan  

6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan 

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan 

Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

IV. Analisis 

1. Upaya Negara dalam Perlindungan Hak Konstitusional terhadap Warga 

Negara 

        Tindakan yang dilakukan baik Calon Kepala Daerah dan Masyarakat selaku 

pemilih merupakan bagian dari Hak Konstitusional atas kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan sebagaimana hak memilih dan dipilih6. Pada Peraturan KPU 

telah dijelaskan bahwa “Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media 

Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online 

yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitas pertemuan 

virtual dengan menggunakan teknologi informasi”7. Secara peraturan perundang-

undangan bahwa “ dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas kejelasan tujuan dan kedayagunaan dan 

 
         6 Substansi pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

        7 Pasal 1angka 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjuran Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 
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kehasilgunaan”8. Ketentuan hukum pada peraturan mengenai Pilkada disaat Covid-

19 telah sesuai dengan asas yang berlaku pada pembentukan peraturan perundang-

undangan. Namun permasalahan yang menjadi polemik adalah ketidakpahaman 

dan acuhnya para Stakeholder untuk mengikuti aturan protokol disaat New Normal. 

       Pemerintah telah memberikan himbauan secara bersama-sama untuk 

menjalankan kehidupan disaat penyebaran Covid-19 ini. Penulis melihat bahwa 

selama 26-27 September 2020, data pemerintah menunjukkan adanya 3.874 kasus 

baru9. Konstitusi telah menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum yang 

dimana segala ketentuan harus diterapkan sesuai asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan terhadap aturan-aturan tersebut. Bawaslu sebagaimana lembaga 

pengawas pemilu seharusnya meningkatkan kualitas pilkada disaat Covid-19. 

Dengan melihat situasi Covid-19 di Indonesia pelaksanaan pilkada tentu perlu 

dipaksakan untuk dilakukan. Hal ini yang perlu ditargetkan adalah penekanan 

penyebaran Covid-19 di Indonesia terlebih dahulu daripada mempermasalahkan 

dalam aspek-aspek yang mengganggu selain kesehatan masyarakat luas. 

       Konstitusi telah menjelaskan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”10. Bukan berarti proses 

pilkada akan mengakibatkan masalah yang besar, namun yang perlu diperhatikan 

adalah pembangunan jiwa dan raga warga negara untuk hidup sehingga dapat 

membangun dan berkontribusi untuk negara Indonesia seperti sebelumnya.  

 

 
         8 Pasal 5 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. 

       9 Devina Halim, (“Update 27 September :3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 

Capai 275.213), (27 September 2020) 

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/27/15212011/update-27-september-3874-kasus-baru-

total-kasus-covid-19-di-indonesia-capai, diakses pada tanggal 28 September2020 

         10 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/27/15212011/update-27-september-3874-kasus-baru-total-kasus-covid-19-di-indonesia-capai
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/27/15212011/update-27-september-3874-kasus-baru-total-kasus-covid-19-di-indonesia-capai
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2. Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020 di Indonesia Dapat Terlaksana di 

Masa Pandemi COVID-19 

      Penulis berpendapat bahwa, proses pilkada ini sangat memaksa situasi yang 

tidak memungkinkan untuk dilakukan karena faktor dari Global Disaster. Indonesia 

masih mempermasalahan tingkat akurasi e-voting sebagai implementasi pemilu. 

Pelaksanaan e-voting akan mengancam ketentuan atas asas Luber dan Jurdil yang 

diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mengacu pada kasus di negara bagian 

Florida pemilu melalui sistem e-voting banyak mendapatkan kritik dikarena 

berbagai aspek-aspek lain yang tidak mendukung11. 

        Penulis berpendapat bahwa proses pilkada serentak 2020 perlu diatur pada 

Peraturan Pengganti Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) mengenai protokol 

kesehatan. Presiden memiliki hak legislasi dalam menetapkan suatu Perppu apabila 

hal ihwal kegentingan yang memaksa12. Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin 

Mochtar menyebut, idealnya, aturan tentang protokol kesehatan di pilkada 2020 

diatur dalam undang-undang13. Dalam peraturan perundang-undangan bahwa 

posisi Perppu pada hierarki bahwa sejajar dengan UU. Apabila Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) tidak menerbitkan atau membuat UU tentang protokol kesehatan 

Presiden selaku Kepala Negara memiliki andil dalam menentukan arah kebijakan 

suatu negara dimasa-masa genting ini. 

V. Kesimpulan 

       Bahwa Peraturan KPU mengenai penyelenggaraan pilkada serentak di 

Indonesia dimasa Covid-19 masih terdapatnya suatu celah hukum yang akan 

mengancam nyawa rakyat. Mengacu pada keadaan di lapangan, masih banyak 

fenomena kampanye yang turun ke jalan dengan kerumunan rakyat banyak bahkan 

 
         11 Muhammad Habibi, (“Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara”), (2018), 

https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b-d&um=1&ie=UTF-

8&lr&q=related:k3wlmIjK8tDN_M:scholar.google.com/, diakses pada tanggal 28 September 2020 

        12 Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 

        13 Fitria Chusna Farisa, (“Pakar: Idealnya, Presiden Keluarkan Perppu Pilkada”),(24 September 

2020), https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/20572221/pakar-idealnya-presiden-

keluarkan-perppu-pilkada?page=all, diakses pada tanggal 29 September 2020 

https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b-d&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:k3wlmIjK8tDN_M:scholar.google.com/
https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b-d&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:k3wlmIjK8tDN_M:scholar.google.com/
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/20572221/pakar-idealnya-presiden-keluarkan-perppu-pilkada?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/20572221/pakar-idealnya-presiden-keluarkan-perppu-pilkada?page=all
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melebihi batasan 50 ( lima puluh ) orang untuk berkampanye. Melihat pilkada 

serentak 2020 di Indonesia sangat terburu-buru demi mencapai target dalam proses 

pemilihan umum yang konstitusional. Tentunya konstitusi akan memilih 

perlindungan warga negara berupa kesehatan dan lahir batin sebagaimana prinsip 

dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 

2020 setelah perubahan akan tetap berimplikasi pelanggaran dalam proses pilkada 

dan peningkatan penyebaran Covid-19 yang hubungkan pada masyarakat Indonesia 

yang lemah mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 

2020 tentang disiplin atas protokol kesehatan masih lemahnya proses sosialisasi 

melalui stakeholder untuk kegiatan masyarakat di lingkungan luar, dengan begitu 

kegiatan masyarakat masih gagal dalam penerapan protokol kesehatan seperti kasus 

polemik di pilkada 2020 ini 

VI. Saran 

       Sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem 

pemerintahan Presidential seharusnya Presiden selaku kepala negara perlu 

melakukan upaya hukum untuk menjaga supremasi hak konstitusional warga 

negara baik kesehatan maupun partisipan pada democracy party. Upaya hukum 

untuk memenuhi hak warga negara dalam pemilu adalah membentuk Peraturan 

Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) mengenai protokol kesehatan. Bukan 

seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai penekanan penyebaran Covid-19 

yang condong economy oriented dibandingkan healthy oriented. Hal ini akan 

mengancam pada warga negara selaku pemegang kedaulatan negara yang berada 

genggaman tangan rakyat luas14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis15. Oleh sebab itu, disaat Covid-19 ini, pesta demokrasi 

 
        14 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

        15 Pasal 1 angka 1 
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harus diperketat demi jaminan dan kepastian hidup rakyat ada dimata hukum (Lex 
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QUO VADIS KESELAMATAN RAKYAT: POLEMIK PENERAPAN 

HUKUM TERKAIT KAMPANYE PILKADA PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 

Ranggataksaka Wiemas Bangun, Darryl Sephandra Hesatama, dan Muhammad 

Adistya Putra Digjaya 

Universitas Diponegoro 

“Salus Populi Suprema Lex” 

Keselamatan Rakyat merupakan Hukum tertinggi bagi suatu Negara 

 

I. Latar Belakang 

Saat ini, Indonesia sedang dalam kondisi darurat pandemi corona virus 

disease 2019 (COVID-19). Data per 25 oktober 2020 menunjukkan bahwa, jumlah 

pasien yang terkonfirmasi positif sejumlah 389.712 jiwa dan jumlah pasien yang 

meninggal sejumlah 13.299 jiwa1. Tak pelak, hal ini membuat pemerintah 

menyiapkan penjadwalan dan beberapa pengaturan baru mengenai mekanisme 

pelaksanaan Pilkada 2020 yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan 

pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai hal diatur, seperti pembatasan 

jumlah orang yang mengikuti kampanye tatap muka, penerapan kampanye secara 

daring, dan lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat seluruh pihak yang 

terlibat dalam rangkaian pilkada ini menaati peraturan yang telah ditetapkan. 

Semenjak dimulainya rangkaian kampanye pada tanggal 26 september 2020, masih 

banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama rangkaian pilkada ini 

berlangsung. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 375 

pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020. Angka 

pelanggaran bertambah 138 kasus bila dibandingkan dengan pengawasan pada 

kurun waktu sebelumnya, yaitu pada 26 September hingga 5 Oktober yang tercatat 

237 kasus. Lebih jauh, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan terbatas di 

270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat tajam 

 
1Satuan Tugas Penanganan COVID-19, https://covid19.go.id/peta-sebaran, accessed 25 Oktober 

2020. 

https://covid19.go.id/peta-sebaran
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dibandingkan pada periode 10 hari pertama yaitu sebanyak 9.189 kegiatan 

kampanye2. Berkaca dari data tersebut, seharusnya menjadi evaluasi bagi KPU dan 

Bawaslu dalam rangka mekanisme penindakan terhadap pelanggar protokol 

kesehatan selama rangkaian kampanye pilkada 2020 berlangsung. 

II. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaturan hukum bagi calon kepala daerah yang melanggar 

protokol kesehatan pada masa kampanye? 

b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum KPU terkait potensi penimbulan 

klaster baru COVID-19 akibat Pilkada 2020? 

III. Dasar Hukum 

1. PKPU No. 6 Tahun 2020 

2. PKPU No. 10 Tahun 2020 

3. PKPU No. 13 Tahun 2020 

IV. Analisis  

1. Perihal pengaturan hukum bagi calon kepala daerah yang melanggar 

protokol kesehatan pada masa kampanye 

Kampanye merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu agar 

terciptanya demokrasi yang baik. Di masa pandemi COVID-19,prosedur 

pelaksanaan kampanye  harus berbeda dengan kampanye dimasa non-pandemi. 

Oleh karena itu,Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari 

PKPU No. 6 Tahun 2020 dengan tujuan pelaksanaan Pilkada yang mampu 

beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, Pelaksanaan kampanye tentunya 

 
2Dani Prabowo, ‘Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada  Meningkat’ (Kompas. 

2020) https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-

saat-kampanye-pilkada-meningkat. accessed 27 Oktober 2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat
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haruslah mengikuti prosedur protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 5 Ayat (2) PKPU No.6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut: 

a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta 

anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan 

PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang 

terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta 

anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan 

PPS yang sedang bertugas; 

d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah 

(face shield) bagi: 

1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal 

Pasangan Calon perseorangan; 

2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit; 

3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

di TPS; 

e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau 

perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan 

tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan 

air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis 

alkohol (handsanitizer); 



 

23 
 

f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu 

kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan 

menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan 

suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; 

g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap 

tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter; 

h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-

masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan; 

i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada 

setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan 

yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; 

 j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan 

peralatan yang sering disentuh; 

k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama; 

l. penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam 

ruangan kegiatan; 

m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media 

informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan 

pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 

n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-

masing. 

Imbas dari banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diatur, 

tercatat bahwa meningkatnya angka pasien positif COVID-19 di berbagai daerah. 

Oleh karena itu KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara sudah sepatutnya 
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berperan mencegah peningkatan angka korban COVID-19 dengan menindak para 

pelanggar protokol kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88A PKPU No. 13 

Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:  

(1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, 

dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib 

melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu. 

(2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol 

kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu 

Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat 

terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi 

ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tetap tidak mematuhi protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa  menyampaikan  pelanggaran 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19)kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah 

setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Terkait Pasal 88A Ayat (3), pemberian sanksi oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tidak memiliki kejelasan terkait peraturan perundang-undangan mana yang 
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dimaksud. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas 

mengatur mekanisme pemberian sanksi oleh Kepolisian terhadap pelanggar 

protokol kesehatan. 

Lebih lanjut, di dalam Pasal 88B sampai 88F PKPU No. 13 Tahun 2020, 

terdapat pengaturan mengenai sanksi dari pelanggaran model kampanye yang 

dilarang dimasa pandemi. Namun, pengaturan yang ada dirasa tidak konsisten 

dengan satu kausalitas yang sama, yakni pengumpulan massa yang berisiko. 

Sebagai contoh, pada pasal 88B mengatur sanksi akibat calon kepala daerah 

mengadakan iring-iringan yang berupa penundaan nomor urut pengundian dan 

dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan. Sedangkan dalam Pasal 88C 

merupakan pemberian sanksi akibat pengadaan kegiatan yang membentuk 

rombongan masa, tetapi sanksinya hanya berupa pembubaran di tempat. Berkaca 

dari kedua contoh tersebut, pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol 

kesehatan tidaklah konsisten dan belum memiliki efek jera yang bisa memaksa 

peserta Pilkada untuk tunduk kepada peraturan tersebut. 

2. Perihal pertanggungjawaban hukum KPU terkait potensi penimbulan 

klaster baru COVID-19 akibat Pilkada 2020 

Berkaitan dengan efek jera, perlu menjadi pertimbangan serius mengenai 

bentuk tanggung jawab dari KPU terkait potensi timbulnya klaster COVID-19 yang 

baru akibat penyelenggaraan Pilkada 2020, Pemerintah melalui Dirjen Politik dan 

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menyatakan bahwa 

faktor utama yang paling menentukan dari Pilkada tersebut adalah pasangan calon. 

Merekalah yang menentukan terkait dipatuhi atau tidaknya protokol kesehatan 

karena merekalah yang mengendalikan massa3. Akan tetapi, potensi timbulnya 

klaster COVID-19 baru akibat penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dihindari dan 

merupakan tanggungjawab bersama serta tidak bisa dibebankan kepada pasangan 

 
3Tri Subarkah, ‘Tanggung Jawab Paslon Cegah Covid-19’ (Media Indonesia, 2020) 

https://mediaindonesia.com/read/detail/346224-tanggung-jawab-paslon-cegah-covid-19 accessed 

27 Oktober 2020. 

https://mediaindonesia.com/read/detail/346224-tanggung-jawab-paslon-cegah-covid-19
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calon saja. Perlu adanya tanggungjawab hukum dari KPU terkait pemberian sanksi 

terberat, yakni pencabutan pencalonan bagi pasangan calon yang terbukti 

melanggar protokol kesehatan selama rangkaian Pilkada 2020. Hal ini belumlah 

diatur dalam PKPU No.13 Tahun 2020. Pengaturan ini sangat diperlukan karena, 

nyawa manusia menjadi taruhannya dan Indonesia masih dalam situasi “berperang” 

melawan pandemi ini. Bukankah menjadi upaya kontradiktif apabila pasangan 

calon menyelenggarakan kampanye dengan mengabaikan protokol kesehatan? 

Terlebih lagi, Menurut Lawrence Friedman, efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum 

(structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal 

culture).  Jadi, pengaturan dari sebuah produk hukum haruslah jelas dan terstruktur, 

serta diparalelkan dengan upaya untuk menegakkannya (law enforcement)4. 

V. Kesimpulan 

Penyelenggaraan Pilkada lanjutan 2020 di masa pandemi seperti ini sudah 

seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Terlebih, mengenai protokol 

kesehatan yang menjadi kewajiban yang harus ditaati bersama. Dalam hal 

mengenai pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama masa kampanye pilkada 

ini, perlu adanya perumusan aturan serta sanksi yang berat. Hal ini bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa PKPU memiliki sifat memaksa yang absolut dan harus ditaati 

oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada. 

VI. Saran 

1. Menghapuskan sanksi adminstratif berupa pembuatan surat pernyataan dan 

penundaan pengundian nomor urut calon, dan mempertahankan sanksi 

pembubaran kampanye dalam ius contituendum PKPU yang akan datang. 

 
4 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An 

Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Tatanusa 2001).[6] 
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2. Menambahkan sanksi baru yang terberat bagi pasangan calon yang 

melakukan kampanye dengan melanggar protokol kesehatan, yakni 

pencabutan pencalonan dalam ius constituendum PKPU yang akan datang. 
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PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) TENTANG POLEMIK 

PELAKSANAAN PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Adinda Mega Fortuna Putri, Maria Deriana R.P. Naha, dan Nabilah Putri Aulia 

Rahman 

Universitas Hasanuddin 

I. KASUS POSISI 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2020, menetapkan bahwa bencana alam yang diakibatkan oleh 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional di 

Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan yang sangat 

signifikan bagi Indonesia di berbagai bidang, salah satunya yakni pada bidang 

politik. Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting 

mengingat telah ditetapkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 bahwa Pilkada 

2020 akan tetap dilaksanakan secara serentak lanjutan pada Bulan Desember 2020.1 

Pelaksanaan Pilkada 2020 seharusnya jatuh pada tanggal 23 September 2020. 

Tetapi, untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, Pilkada tahun ini tetap harus 

dilaksakanan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang2 Banyak pihak yang 

menyuarakan agar Pilkada 2020 serentak di 270 daerah ditunda pelakasanaannya 

mengingat kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat.  

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, KPU mengeluarkan 

peraturan teknis yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Pada tanggal 1 

September 2020, dikeluarkan hasil revisi yang dituangkan melalui Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020. Peraturan ini menuai polemik 

 
1    Wahyu Wiji Utomo, ‘Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah 

Covid 19 Dan New Normal)’ (2020) 3 Al-Harakah.[32].  
2 Bawaslu PPU, ‘Pilkada Serentak Dilaksanakan Pada 9 Desember 2020’ (Bawaslu, 2020) 

https://ppu.bawaslu.go.id/pemungutan-suara-serentak-pilkada-dilaksanakan-pada-9-desember-

2020/ akses 21 Oktober 2020. 

https://ppu.bawaslu.go.id/pemungutan-suara-serentak-pilkada-dilaksanakan-pada-9-desember-2020/
https://ppu.bawaslu.go.id/pemungutan-suara-serentak-pilkada-dilaksanakan-pada-9-desember-2020/
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akibat beberapa klausul yang dianggap seharusnya tidak perlu dilakukan karena 

dapat menjadi penyebab meningkatnya kasus COVID-19.  

Namun, pada implementasinya dari peraturan tersebut dapat dikatakan 

kurang efektif, dilihat dari salah satu peristiwa yang terjadi pada saat pendaftaran 

bakal pasangan calon pilkada, aturan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Di 

Solo, lebih dari 1000 orang pendukung ikut mengantarkan salah satu calon Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Mayoritas pendukung terlihat menggunakan 

masker namun protokol kesehatan untuk menjaga jarak sama sekali tidak 

diterapkan.3 Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana 

efektivitas implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 pada tahapan Pilkada 

berikutnya, jika pada tahap pendaftaran passangan calon, seluruh pihak abai 

terhadap protokol kesehatan.  

II. ISU HUKUM 

1. Urgensi Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan di Tengah Pandemi COVID-

19  

2. Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Dinilai Tidak Efektif Mengatasi 

Kondisi Urgensi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Tengah Proses Pilkada 

Lanjutan Serentak 2020 

III. DASAR HUKUM 

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-

alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana 

Nasional 

2. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

 
3 Binti Sholikah dan Bowo Pribadi, ‘Abai Protokol di Pendaftaran Pilkada’ (Republika, 2020) 

https://www.republika.id/posts/9952/abai-protokol-di-pendaftaran-pilkada akses 21 Oktober 2020. 

 

https://www.republika.id/posts/9952/abai-protokol-di-pendaftaran-pilkada
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang 

ditandatangani pada 4 Mei 2020 

3. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil 

Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) 

4. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) 

IV. ANALISIS 

1. Urgensi Dilakukannya Pilkada Serentak Lanjutan di Tengah Pandemi 

COVID-19 

Pilkada lanjutan serentak 2020 akan dilaksanakan oleh 9 provinsi, 224 

kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020. Secara umum pelaksanaan Pilkada 

di tengah pandemi menjadi problematika tersendiri di berbagai kalangan 

masyarakat.  

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan masukan kepada 

Presiden terkait penundaan Pilkada, hal ini disampaikan dengan pertimbangan 

bahwa saat ini masih dalam masa darurat penanganan pandemi COVID-19. Dan 

atas dasar hal ini, seharusnya permasalahan penyebaran COVID-19 menjadi 

prioritas kebijakan negara dan pemerintah.4  

 
4 Luthfia Ayu, ‘Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19’ (Kompas, 

2020) https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-

serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all akses 24 Oktober 2020.  

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all
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Namun kemudian, dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulawesi Utara, 

justru diperoleh data penurunan angka penyebaran positif COVID-19 pada daerah 

yang awalnya zona merah dengan risiko penularan tinggi, berubah menjadi oranye 

atau risiko penularannya menurun ke kategori sedang. Sementara di Aceh, daerah 

yang tidak masuk dalam provinsi yang didaulat melaksanakan Pilkada serentak, 

mengalami peningkatan angka positif COVID-19.5 Perkembangan seperti inilah 

yang mendasari timbulnya argumen bahwa Pilkada dapat tetap dilaksanakan 

dengan kedisiplinan diri dari masyarakat terkait protokol kesehatan. Karena hal 

tersebut dapat menjadi acuan dan dasar pokok dalam menekan laju penyebaran 

COVID-19 di tengah pelaksanaan Pilkada. 

Selain itu, hal lainnya yang juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam 

pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan 2020 ini adalah kekhawatiran terjadinya 

kekosongan jabatan dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam tempo 

kekosongan jabatan tesebut, sangat lumrah jika kemudian diisi oleh seorang PLT 

(Pelaksana Tugas), namun yang kemudian menjadi pertimbangan adalah bahwa 

fungsi PLT tidak mencakup atau melebar pada hal-hal dalam lingkup kebijakan 

strategis yang semestinya menjadi kewenagan pejabat definitif. Hal ini sesuai 

dengan yang tercantum pada Pasal 34 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan yang 

menyatakan bahwa fungsi PLT adalah “Melaksanakan tugas serta menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang 

jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”6 Namun 

karena belum ada batasan yang jelas terkait penafsiran pasal ini, secara tegas 

dinyakatan dalam Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan 

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 5 

Februari 2016 untuk memperjelas maksud Pasal 34 ayat (3) UU Administrasi 

Pemerintahan.  

 
5 Maria Arimbi, ‘Pelaksanaan Pilkada Malah Mampu Turunkan Status Covid Suatu Daerah’ 

(Kompas, 2020) https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/09325371/pelaksanaan-pilkada-

malah-mampu-turunkan-status-covid-suatu-daerah?page=all akses 24 Oktober 2020. 
6  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/09325371/pelaksanaan-pilkada-malah-mampu-turunkan-status-covid-suatu-daerah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/09325371/pelaksanaan-pilkada-malah-mampu-turunkan-status-covid-suatu-daerah?page=all
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Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang urgensi pemerintah 

menerbitkan sejumlah regulasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan di 

Indonesia tahun ini, salah satunya adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2020.  

2. Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Dinilai Tidak Efektif 

Mengatasi Kondisi Urgensi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di 

Tengah Proses Pilkada Lanjutan Serentak 2020 

Sebagimana yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan 

beberapa kegiatan yang tidak melanggar kampanye, diantaranya rapat umum, 

kegiatan kebudayaan, hingga konser musik dengan batasan sebanyak 100 orang dan 

menerapkan protokol kesehatan untuk kegiatan yang disebutkan pada ayat (1) 

sebelumnya, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

19 setempat.”7 Tetapi jika melihat implementasinya, tahapan rangkaian 

penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah dengan ketentuan batasan 100 orang 

dalam cakupan kegiatan yang tercantum pada Pasal 63 ayat 2 PKPU justru menjadi 

celah, yang kemudian menghadirkan beberapa kelonggaran dalam rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon, sekaligus simpatisan pendukung 

pasangan calon yang bersangkutan. 

Terbukti dengan adanya sejumlah pendukung salah satu pasangan pasangan 

calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju 

ke kantor KPU Makassar di Sulawesi Selatan pada tanggal 4 September 20208, 

padahal seharusnya dalam rentan waktu ini, simpatisan pendukung sekaligus 

pasangan calon kepala daerah sudah mengetahui ada aturan yang memberikan 

 
7  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan 

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 
8  BBC Indonesia, ‘Pilkada 2020: Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau 

serukan ‘evaluasi total atau ditunda’ (BBC Indonesia, 2020) 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54069686 akses 25 Oktober 2020.  

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54069686
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batasan terhadap jumlah orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan di waktu 

yang sama.  

Kasus serupa juga terjadi di Papua, dimana sejumlah pendukung salah satu 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat berkumpul untuk menyaksikan 

proses pendaftaran calonnya di KPU Asmat, Papua, pada hari Minggu, 6 September 

2020.9 Beberapa tindakan tersebut kemudian menjadi bahan koreksi dan teguran 

keras yang diberikan oleh Mendagri kepada 51 kepala daerah terkait pendaftaran 

calon pilkada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana telah 

dinyatakan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020.  

V. KESIMPULAN 

Setelah ditetapkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 bahwa Pilkada 2020 

akan tetap dilaksanakan secara serentak lanjutan pada Bulan Desember 2020. 

Urgensi pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan 2020 ditunjang oleh beberapa aspek, 

salah satunya ialah mencegah terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah, yang 

dapat berdampak pada jalannya pemerintahan. Dalam menunjang pelaksanaan 

Pilkada 2020, KPU mengeluarkan peraturan teknis yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 

2020, yang kemudian direvisi kembali menghasilkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020. 

Namun, pada implementasi dari PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dapat dinilai 

masih kurang efektif, terlihat dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh 

pasangan bakalan calon kepala daerah di beberapa tempat masih tidak 

mengindahkan aturan yang tertuang didalam peraturan tersebut.  

VI.  SARAN 

Pemerintah seharusnya mempertegas dan memperketat aturan-aturan 

pelaksanaan teknis Pilkada yang tertuang pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan 

revisi terbarunya PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Dengan adanya revisi yang 

 
9  BBC Indonesia, ‘Pilkada 2020: Mendagri 'tegur keras' 51 kepala daerah terkait pendaftaran calon 

pilkada yang 'tidak mematuhi protokol kesehatan' (BBC Indonesia, 2020) 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54052726, akses 25 Oktober 2020.  

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54052726
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dikeluarkan, diharapkan implementasinya dapat dilakukan oleh pasangan calon dan 

seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan 2020, 

untuk mengantisipasi penyebaran Pandemi COVID-19. 
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I. ISU HUKUM 

1. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Untuk Menanggapi 

Dikeluarkannya PKPU No. 10 Tahun 2020? 

2. Apakah Tindakan Yang Diambil Pemerintah Untuk Mengatasi Polemik Yang 

Terjadi Pasca Dikeluarkannya PKPU No. 10 Tahun 2020 Telah Sesuai dan 

Menyelesaikan Polemik Yang Terjadi? 

II. DASAR HUKUM 

1. UUD NRI 1945 

2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

3. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

4. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

6. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and 

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 

7. PKPU No. 10 Tahun 2020  

8. PKPU No. 13 Tahun 2020 

III. ANALISIS 

1. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Untuk 

Menanggapi Dikeluarkannya PKPU No. 10 Tahun 2020? 

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sedang dihadapkan pada Pandemi 

Global yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Presiden 

Indonesia, Jokowi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2020 Menetapkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di Indonesia sebagai bencana non-alam nasional. Disamping itu, Pemerintah 
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Indonesia juga sedang dihadapkan pada persoalan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 

yang tetap akan dilaksanakan di masa pandemi pada bulan Desember 2020.1 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini mengeluarkan kebijakan 

terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 yaitu, Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang menuai berbagai 

tanggapan dan kritik dari berbagai pihak, terutama berkaitan dengan aturan-aturan 

hukum yang berpotensi memberikan celah untuk menimbulkan kerumunan massa. 

Di masa pandemi, segala kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan massa 

sebisa mungkin dilarang. Akan tetapi, dalam Pasal 63 ayat 1 PKPU 10/2020 justru 

memperbolehkan adanya Kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan massa.  

Menurut Sufni Dasco Ahmad, kegiatan kampanye dalam bentuk konser musik tidak 

ada urgensinya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di masa 

pandemi saat ini.2 Terlebih lagi, apabila dengan adanya kegiatan tersebut 

mengakibatkan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka dapat 

memungkinkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia tiap warga negara, 

khususnya mengenai hak untuk hidup yang berkaitan dengan kesehatan warga 

negara dan hak sipil dan politik yang juga harus dijamin pemenuhannya oleh 

Negara.  

Hak untuk hidup yang berkaitan dengan hak atas kesehatan warga negara 

termasuk dalam kategori  non-derogable rights. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juga telah menjamin 

adanya perlindungan oleh Negara terhadap penduduk dari malapetaka yang 

ditimbulkan oleh wabah sedini mungkin agar meningkatkan kemampuat 

masyarakat untuk hidup sehat.3 Maka, Pemerintah berkewajiban atas perlindungan 

 
1 Robi Ardianto, ‘RDP di DPR Simpulkan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal dengan Pembaruan Tata 

Cara’, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rdp-di-dpr-simpulkan-pilkada-2020-sesuai-jadwal-

dengan-pembaruan-tata-cara> accessed 14 Oktober 2020.  

2 Rofiq Hidayat, ‘KPU Diminta Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada’, 

(Hukumonline.com,2020) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6339059e614/kpu-

diminta-larang-konser-musik-saat-kampanye-pilkada> accessed 14 Oktober 2020. 

3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. 

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rdp-di-dpr-simpulkan-pilkada-2020-sesuai-jadwal-dengan-pembaruan-tata-cara
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rdp-di-dpr-simpulkan-pilkada-2020-sesuai-jadwal-dengan-pembaruan-tata-cara
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6339059e614/kpu-diminta-larang-konser-musik-saat-kampanye-pilkada
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6339059e614/kpu-diminta-larang-konser-musik-saat-kampanye-pilkada
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dan penegakkan hak atas kesehatan tiap warga negara. Dalam penyelenggaraan 

Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di masa pandemi COVID-19 Pemerintah juga perlu 

memperhatikan hak-hak hidup dan kesehatan warga negaranya dalam membuat 

aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak. Namun, 

berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara yaitu memilih dan dipilih 

dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 yang juga harus dijamin oleh Pemerintah, 

berdasarkan Undang-Undang Hak Sipil dan Potikik hak ini dapat dikesampingkan 

karena merupakan derogable rights, mengingat situasi Indonesia sekarang sedang 

dihadapkan pada Pandemi COVID-19. Serta berdasarkan Asas Hukum Kesehatan 

yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto yang dikemukakan oleh seorang ahli Hukum 

Romawi, Marcus Tullius Cicero yang bermakna Keselamatan Rakyat merupakan 

Hukum Tertinggi.4  

Maka demikian, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 

2020 mengenai dibolehkannya pelaksanaan kampanye yang dapat mengakibatkan 

kerumunan perlu untuk ditinjau kembali karena aturan tersebut membuka celah 

bagi adanya pelanggaran hak asasi manusia warga negara, terutama hak hidup dan 

hak atas kesehatan sebagai non-derogable rights yang seharusnya dijamin oleh 

Pemerintah di masa pandemi COVID-19. Karena, kesehatan rakyat pada situasi 

pandemi jauh lebih penting daripada pelaksanaan pilkada serentak. 

Sehingga, berdasarkan kententuan Pasal 20 Ayat (2) UU Kekuasaan 

Kehakiman dan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945. Terkait polemik Pasal 63 Ayat 

(1) PKPU 10/2020 tersebut Masyarakat dapat melakukan upaya hukum yaitu 

dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Karena di dalam PKPU 

10/2020 terdapat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang lebih tepatnya 

yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Wabah dan Penyakit Menular, dan UU 

Penanggulangan Bencana serta Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

 
4 Ir. Petrus Bramandaru SH., MH, 'Quo Vadis Salus Populi Suprema Lex Esto', (Tribunners,2020) 

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/04/06/quo-vadis-salus-populi-suprema-lex-esto.> 

accessed 14 Oktober 2020. 

https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/04/06/quo-vadis-salus-populi-suprema-lex-esto
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bermakna Keselamatan Rakyat merupakan Hukum Tertinggi.5 Maka atas materi 

yang bertentangan tersebut dapat diajukan judicial review kepada Mahkamah 

Agung. 

2. Apakah Tindakan Yang Diambil Pemerintah Untuk Mengatasi Polemik 

Yang Terjadi Pasca Dikeluarkannya PKPU No. 10 Tahun 2020 Telah 

Sesuai dan Menyelesaikan Polemik Yang Terjadi? 

Pemerintah melalui KPU telah mengambil langkah untuk menyelesaikan 

Polemik ini dengan mengeluarkan PKPU No. 13 Tahun 2020. Adapun pengaturan-

pengaturan dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 yang pada hakikatnya 

mengkoherensikan pelaksanaan pilkada serentak dengan situasi Covid-19, yaitu: 

- Pasal 57 huruf f PKPU No. 6 Tahun 2020 mengatur bahwa Kampanye 

Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode 

“penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, 

dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta”6, 

sedangkan dalam Pasal 57 huruf f PKPU No. 13 Tahun 2020 mengubah 

media kampanye Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta 

menjadi media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring.7 

- Pasal 58 PKPU No. 10 Tahun 2020 awalnya mengatur mengenai ketentuan 

dalam menyelenggarakan salah satu metode kampanye yaitu pertemuan 

terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog8, sedangkan dalam PKPU No. 

 
5 Ibid. 

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 716). 

7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068). 

8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan 
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13 Tahun 2020, Pasal 58 diubah sehingga ketentuan ayat (1) pasal tersebut 

adalah ketentuan yang mengatur metode kampanye pertemuan terbatas dan 

pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui Media Sosial dan Media 

Daring.9 

- Dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 dilakukan beberapa perubahan dalam Pasal 

59 yaitu: ketentuan huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 59 

diubah; Pasal 59 huruf a1 dihapus; dan setelah huruf f Pasal 59 ditambahkan 

1 (satu) huruf, yakni huruf g. Pasal 59 mengatur mengenai ketentuan metode 

kampanye Debat Publik berdasarkan Pasal 57 huruf c.10 

- Pasal 62 PKPU No. 10 Tahun 2020 diubah dengan menghapus ayat (1) yang 

berisi “Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.” 

Ketentuan tersebut dihapus karena pada Pasal 58 ayat (1) PKPU No. 13 

Tahun 2020 telah diatur bahwa metode kampanye diutamakan menggunakan 

media sosial dan daring.11 

- Pasal 63 PKPU No. 10 Tahun 2020 yang banyak menjadi kontroversi karena 

mengizinkan beberapa acara yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan 

massa diubah dengan menghapus beberapa kegiatan yang awalnya diizinkan. 

Pasal tersebut diubah menjadi “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 

Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye 

melalui Media Sosial dan Media Daring.”12 Pasal tersebut diganti karena 

kegiatan-kegiatan yang diatur dalam pasal tersebut berpotensi memudahkan 

penularan Covid-19 karena merupakan kegiatan yang menarik massa untuk 

berkumpul. 

 
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 981). 

9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Loc.Cit. 

10 Ibid. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 
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- Pasal 64 PKPU No. 10 Tahun 2020 yang mengatur kegiatan kampanye lain 

berupa rapat umum dihapus karena ketentuan yang memperbolehkan 

kegiatan kampanye rapat umum yang sebelumnya diatur dalam Pasal 62 

PKPU No. 10 Tahun 2020 telah dihapus.13 

- Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XIA yang 

mengatur terkait “Larangan dan Sanksi” yang pengaturannya sudah sangat 

tegas terhadap para pelanggar yang tidak mengindahkan situasi darurat yang 

mengharuskan adanya pengaturan khusus guna mencegah makin 

wewabahnya Covid-19 di Indonesia. 

Jadi, peraturan ini lebih menekankan mengenai pelaksanaan protokol 

kesehatan dan menghapus ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan lain yang 

berpotensi mempermudah penularan Covid-19. Peraturan ini juga mengatur dengan 

tegas sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada agar pelaksanaan 

Pilkada ini dapat berlangsung dengan tertib. Maka dari itu KPU telah tepat dalam 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan polemik pasca dikeluarkannya PKPU 

No. 10 Tahun 2020. 

IV. KESIMPULAN 

Menyelesaikan polemik terkait pelaksanaan pilkada serentak dalam kondisi 

pandemi Covid-19 haruslah dilakukan dengan cepat. Pasalnya situasi pandemi ini 

mempengaruhi banyak aspek yang mempengaruhi stabilitas negara. Sehingga, 

semakin lama pandemi berlangsung semakin memburuk juga kondisi suatu negara. 

Masyarakat dapat melakukan upaya hukum berupa judicial reviews ke Mahkamah 

Agung apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa peraturan 

perundang-undangan yang hierarkinya dibawah Undang-Undang dalam kasus ini 

PKPU No. 10 Tahun 2020. Dikarenakan terdapat urgensi yang jelas maka KPU 

cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. KPU mengeluarkan PKPU No. 13 

Tahun 2020 untuk menjawab keluhan dari masyarakat. Banyak pengaturan yang 

tidak sesuai dengan protokol kesehatan telah dirubah, norma-norma dalam 

 
13 Ibid. 
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pengaturannya didasarkan atas asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

mengutamakan kesehatan masyarakat dan untuk memberikan keadilan, kepastian, 

serta kemanfaatan juga mengatur terkait sanksi apabila terdapat pelanggaran. 

Dengan ini sebagian dari kekhawatiran akan mewabahnya Covid-19 akibat 

dilaksanakannya pilkada serentak terselesaikan. 

V. SARAN 

Pemerintah harus cepat dalam menanggapi permasalahan yang timbul di situasi 

Covid-19 yang mempertaruhkan kesehatan masyarakat dan stabilitas negara guna 

mencegah makin tersebarnya virus Covid-19 ini. Hendaknya dalam mengeluarkan 

suatu kebijakan dimasa pandemi ini pemerintah memperhatikan hak konstitusional 

masyarakatnya, dan asas Salus Populi Suprema Lex Esto, serta peraturan 

perundang-undangan terkait kesehatan. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk 

tertib sangat diperlukan untuk berhasilnya kebijakan yang dibuat. Maka, sebaiknya 

tidak ada pihak yang dengan sengaja melanggar apa yang telah ditentukan demi 

mencapai kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah juga harus konsisten 

dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 agar 

situasi pandemi ini tidak berlarut-laurt dan menjawab keseluruhan keresahan 

masyarakat terkait polemik berdemokrasi di masa pandemi. 
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Polemik Hak Konstitusional dalam Ketentuan Kampanye pada Pasal 63 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2020 : Hak Demokrasi 

atau Hak Kesehatan? 

Salsabila Hanisa, Dewi Tsamratul Fuada, dan Nabila Ishma N. 

Universitas Padjadjaran 

 

I. KASUS POSISI 

Sejak awal tahun 2020, wabah COVID-19 mulai merebak dan mempengaruhi 

tatanan masyarakat Indonesia. Untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19, 

Pemerintah mengeluarkan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pemberlakuan PSBB 

dilakukan dengan membatasi aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor baik 

ditingkat daerah maupun pusat. 

Penularan COVID-19 belum menurun namun berbagai kepentingan 

kenegaraan harus dilaksanakan seperti Pilkada serentak yang diadakan pada 9 

Desember 2020 meski menuai banyak kritik. Terlebih dengan dikeluarkannya 

PKPU No. 10 Tahun 2020 yang dalam pasal 63 mengizinkan penyelenggaraan 

kampanye konser musik secara langsung yang dapat dihadiri hingga 100 orang 

peserta. Berbagai pihak menuntut untuk adanya revisi ketentuan tersebut mengingat 

penyelenggaraan kampanye secara langsung beresiko penyebaran COVID-19 

terlebih bertentangan dengan PSBB.  

 

II. ISU HUKUM 

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Kampanye pada Pasal 63 PKPU 10/2020 

ditinjau dari Peraturan-Peraturan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah Pemilihan Prioritas Hak Konstitusional (Hak memilih dan dipilih 

dan Hak Kesehatan) Masyarakat di Pasal 63 PKPU 10/2020 pada masa COVID-

19 ditinjau dari Hukum Positif Indonesia? 
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III. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat 

2. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

3. PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

4. Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan COVID-19 

5. PKPU No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 

 

IV. ANALISIS 

1. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye pada Pasal 63 PKPU 10/2020 ditinjau 

dari Peraturan-peraturan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Indonesia 

Pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia pada masa COVID-19 meski menuai kritik. 

Hal ini didasari oleh kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusi masyarakat 

Indonesia dalam pemenuhan hak demokrasi untuk dipilih dan memilih sesuai pasal 

28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen 

Keempat yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.1 

Kampanye merupakan salah satu tahapan Pilkada yang sangat penting. Munir 

Fuady berpendapat bahwa dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat 

merupakan prinsip dasar.2 Kampanye dapat menjadi salah satu cara komunikasi 

politik paslon dengan masyarakat untuk menyampaikan visi misi sehingga dapat 

memilih calon tersebut. Pengaturan mengenai kampanye diatur dalam pasal 63 

PKPU No. 10 tahun 2020 bahwa terdapat berbagai bentuk kampanye yang dapat 

                                                        
1 Surya Dinata,’Ini Alasan Pilada Tetap Dilaksanakan’, (Republika 24 Sept 2020) 

https://republika.co.id/berita/qh5ssl467/ini-alasan-pilkada-tetap-dilaksanakan accessed 29 
Oktober 2020 
2 Femi Adi Soempono, Pemimpin Dengan Tahta Rakyat (Galangpress 2009). [136]. 

https://republika.co.id/berita/qh5ssl467/ini-alasan-pilkada-tetap-dilaksanakan
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dilakukan selama masa pilkada, Salah satunya adalah kampanye konser musik 

dengan dibatasi maksimal 100 orang. Hal ini menuai banyak kritik karena dinilai 

dapat beresiko tinggi menjadi sarana penyebaran COVID-19. Dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf c PP No. 21 Tahun 2020 dan Pasal 13 Permenkes Pedoman PSBB bahwa, 

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dapat menjadi lokasi 

kampanye konser musik dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan 

pengaturan jarak orang. Sedangkan kerumunannya konser musik memiliki 

kecenderungan sulit diatur, terlebih jumlahnya tidak sedikit yaitu maksimal 100 

orang. Hal ini menjadi cukup miris disaat Kampanye konser musik tidak begitu 

mendesak untuk diadakan dan dapat digantikan dengan bentuk lain seperti melalui 

daring yang mengurangi resiko penularan COVID-19 karena tidak berkerumun. 

Terbukanya peluang untuk mengadakan kampanye konser musik dirasa 

kurang simpatik terhadap kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, hemat kami pelaksanaan tahapan kampanye dalam pilkada 

serentak 2020 harus ditinjau kembali. KPU mengatakan bahwa kampanye 

merupakan tahapan yang cukup penting dalam penyelenggaran pilkada sebagai 

ajang bagi masyarakat untuk mengenal calon kepala daerah yang akan dipilih. 

Sehingga, penyelenggaraan kampanye harus tetap diadakan dengan memperhatikan 

protokol kesehatan. Namun, hal ini masih menjadi pertentangan mengingat 

pelaksanaan kampanye dapat melibatkan hingga 100 orang. Maka peraturan ini 

perlu ditinjau kembali. 

 

2. Pemilihan Prioritas Hak Konstitusional (Hak Demokrasi dan Hak 

Kesehatan) Masyarakat di Pasal 63 PKPU 10/2020 pada masa COVID-19 

ditinjau dari Hukum Positif Indonesia 

 

“Salus Populi Suprema Lex Esto” 

Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi 

 

Negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat sebagai konstitusi memiliki fungsi 



 

50 
 

menjadi guardian of fundamental rights.3 Dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat yakni Negara 

Indonesia memiliki tujuan yaitu salah satunya melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka segala hal yang diperbuat 

harus dengan alasan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 

Pemerintah pun diharuskan untuk memilih jalan keluar yang terbaik ditengah 

dilema antara hak pilih dan memilih dan hak atas kesehatan pada masa COVID-19 

ini. Hak untuk memilih dan dipilih sendiri sebetulnya tidak secara eksplisit 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen 

Keempat, melainkan melalui Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 

menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih 

adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Teori Hak Konstitusional yang diajukan 

oleh Robert Alexy, diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni norma yang 

tertera jelas dalam teks konstitusi dan norma hak konstitusional turunan (derivative 

norms)4, Hak dipilih dan memilih senyatanya merupakan hak konstitusional 

turunan karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat.  

Hak atas Kesehatan terdapat dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat dijelaskan bahwa setiap orang 

berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Pasal 5 UU 

Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan 

lingkungannya”. Berarti setiap unsur dalam Negara Indonesia wajib untuk 

mengupayakan usaha menjaga kesehatan masyarakat. 

Jika terdapat dilema mengenai hak konstitusional apa yang harus 

didahulukan, dapat merujuk terhadap salah satu prinsip utama dalam penegakkan 

hak asasi manusia, yaitu prinsip priority of rights. Prinsip ini mengatur mengenai 

hak yang harus diprioritaskan ketika hak tersebut bertabrakan atau saling tumpang 

                                                        
3 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti,’Konstitusi dan Hak Asasi Manusia’, (2016) 3 

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. [456] 
4 Roberty Alexy, A Theory of Constitutional Rights, (Oxford University Press 2010).[35]. 
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tindih. Untuk memudahkan hak mana yang harus didahulukan, kita bisa melihat 

dari teori Maslow Pyramid. Dengan mengaitkan hak asasi manusia dengan 

kebutuhan manusia, kita dapat menghasilkan tatanan prioritas yang rasional dan 

universal. Untuk mendahulukan suatu hak berdasarkan kebutuhan manusia, 

kebutuhan manusia tersebut juga harus selaras pada apa yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup manusia.5 

Hak politik maupun hak kesehatan merupakan hak konstitusional yang harus 

dijamin pemenuhannya. Sesuai dengan Article 4 (2) International Covenant on 

Civil and Political Rights yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang 

No 12 Tahun 2005, ada beberapa hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan 

apapun, salah satunya adalah hak untuk hidup. Berbeda halnya dengan hak 

demokrasi yang tidak disebutkan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi. 

Dikarenakan kelangsungan hidup manusia adalah yang harus didahulukan maka 

regulasi pencegahan penyebaran COVID-19 harus menjadi fokus Pemerintah 

meskipun terdapat kepentingan lain seperti Pilkada. 

 

V. KESIMPULAN 

 Kampanye Konser Musik senyatanya berkontradiksi dengan Peraturan 

Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang membatasi jumlah kerumunan orang dan 

harus menjaga jarak. Walaupun konser musik dibatasi jumlah orangnya sejumlah 

100, hal tersebut tetap akan sulit dilaksanakan dikarenakan jumlah orang yang 

masih begitu banyak belum lagi orang-orang tersebut harus menjaga jarak satu 

sama lain.  

 Dilema prioritas antara dua hak konstitusional dapat ditinjau melalui prinsip 

priority of rights, yakni mana yang menjadi kebutuhan manusia paling mendesak 

untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang paling mendesak itu yang harus 

dilaksanakan terlebih dahulu. Saat ini, kebutuhan yang paling mendesak adalah 

bagaimana manusia dapat bertahan hidup dan terhindar dari penularan COVID-19. 

 

                                                        
5 Alberto Quintavalla dan Klaus Heine,‘Priorities and Human Rights’, (2019) 23 The 

International Journal of Human Rights. [686-687] 
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VI. SARAN 

Pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan regulasi terkait 

pencegahan penyebaran COVID-19 karena hak atas kesehatan merupakan hak 

konstitusional yang harus diakomodir. Terlebih, banyak sekali kritik yang datang 

dari masyarakat terkait diperbolehkannya kampanye berbentuk konser musik 

Dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kampanye harus tetap dilanjutkan 

secara aman sesuai protokol kesehatan, KPU merevisi pasal 63 tersebut dan 

menerbitkan PKPU 13/2020. Dalam PKPU 13/2020, bentuk kampanye yang tertera 

di pasal 63 berubah menjadi bentuk kampanye melalui Media Sosial dan Media 

Daring. Regulasi yang ada harus diikuti dengan kontrol yang ketat dari Bawaslu 

untuk dapat memberikan sanksi kepada paslon yang melanggar. 

Selain kontrol ketat dari Pemerintah, perlu kesadaran dari Pasangan Calon 

Kepala Daerah dengan menaati PKPU 13/2020 dengan kampanye dapat dilakukan 

dengan cara yang kreatif dan memanfaat kecanggihan teknologi yang ada sesuai 

protocol kesehatan. Seperti Kampanye Daring yang dilakukan oleh Pasangan Calon 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso yang berinisiatif membuat 

virtual box yang dilengkapi wifi portable dan kamera sehingga warga dapat curhat 

secara daring dengan paslon tersebut tanpa kontak secara langsung.6 

Pemerintah harus memilih disaat dilema prioritas antara hak konsitusional 

terjadi, yaitu menggunakan prinsip priority of rights yang melihat berdasarkan 

kebutuhan manusia yang utama, yaitu hak atas kesehatan dibanding hak memilih 

dan dipilih. Jika ingin melaksanakan keduanya secara beriringan, pelaksanaannya 

tidak boleh melanggar hak atas kesehatan yang menjadi kebutuhan manusia untuk 

bertahan hidup. Sebab jangan sampai mengorbankan suatu hak konstitusional untuk 

memenuhi hak konstitusional lainnya. 

 

                                                        
6 Yudha Satriawan, ‘Dari “Blusukan Online” Hingga “Ketuk Pintu” Kampanye Pilkada di 

Masa Pandemi’, (VOA Indonesia 6 Okt 2020) accessed 29 Oktober 2020 
https://www.voaindonesia.com/a/dari-blusukan-online-hingga-ketuk-pintu-kampanye-

pilkada-di-masa-pandemi/5611075.html  

https://www.voaindonesia.com/a/dari-blusukan-online-hingga-ketuk-pintu-kampanye-pilkada-di-masa-pandemi/5611075.html
https://www.voaindonesia.com/a/dari-blusukan-online-hingga-ketuk-pintu-kampanye-pilkada-di-masa-pandemi/5611075.html
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Problematika Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi 

Berdasarkan Peraturan Pelaksana PKPU 10 TAHUN 2020 

Ammar Dary Umran Tiara, dan Qiyamullail Nuzhul Islam 

Universitas Brawijaya 

 
I. Kasus Posisi 

 

1. Pada tahun 2016 DPR dengan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

2. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota  dan  wakil 

walikota pada bulan September 2020, ketentuan tersebut ditulis pada pasal 201 ayat 

(6). 

3. Pada akhir 2019 virus baru berjenis SARS-CoV-2 berkembang di provinsi 

Wuhan,China dan sampai di Indonesia pada bulan Maret 2020. 

4. Pada bulan April 2020 melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah 

menyatakan bahwa virus Covid-19 merupakan bencana nasional diikuti dengan 

peraturan-peraturan dan peraturan-peraturan pelaksana lain untuk menangani virus 

COVID-19 di Indonesia. 

5. kehadiran dari PERPPU Nomor 2 tahun 2020 mengakibatkan ditundanya pilkada 

serentak menjadi Desember 2020 dan dapat dimungkinkan ditunda dan dijadwalkan 

kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

6. KPU mengeluarkan PKPU 10 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana dari PERPPU 

Nomor 2 tahun 2020 

II. Isu Hukum 

1. Apakah PKPU 10 Tahun 2020 sudah cukup mengatur mengenai protokol kesehatan? 
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2. Bagaimana PKPU 10 Tahun 2020 mengatur mengenai Pelanggaran dari protokol 

kesehatan? 

III. Dasar Hukum 
 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, 

LN.2020/NO.128, TLN NO.6512 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, BN RI 

Nomor 981 

IV. Analisis 
 

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi 

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah suatu kegiatan politik yang amat penting 

bagi Indonesia karena penyelenggaraannya merupakan perwujudan dari dasar filosofis Indonesia 

yang merupakan negara Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan1. Lebih dari itu, 

pelaksanaan pilkada yang demokratis adalah pilkada yang mereproduksi kontrak sosial baru 

antara rakyat dengan pemimpin atau pemerintah2. Pilkada sendiri disebutkan pada pasal 18 UUD 

1945 yang menyatakan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Kata demokratis disini 

sering diperdebatkan oleh para sarjana hukum dikarenakan tidak diatur bentuk dari demokratis 

ini dalam UUD. Hal inilah yang membuka peluang untuk dilaksanakannya pilkada dengan cara 

yang tidak sama dengan pemilu seperti dapat menggunakan media elektronik3 maupun tidak

                                                   
1 Nugraha, Harry S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), 
2 Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah 

Hukum, Vol. 42, (No. 2), 
3 Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting dalam 

Pemilihan 

Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang. Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, (No. 2) 
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dilaksanakan secara langsung yaitu bisa melalui Pemerintah pusat maupun DPRD sebagai 

lembaga perwakilan daerah. Cara ini bahkan juga pernah dilaksanakan di Indonesia yang 

dilaksanakan berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah4. 

Cara pengisian jabatan kepala daerah seperti ini kembali banyak dibahas5 dikarenakan keraguan 

para ahli dan masyarakat mengenai jaminan kesehatan dari masyarakat bila pemilu serentak tetap 

dilaksanakan dikala pandemi ini terutama jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun organisasi kesehatan dunia 

(WHO). 

Protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam Pilkada serentak tahun ini dikarenakan 

Pilkada 2020 dilaksanakan pada masa pandemi. Alasan utama banyak pihak yang menolak 

Pilkada serentak ini terutama dikarenakan karena kekhawatiran akan kesehatan masyarakat. 

Kekhawatiran Ini cukup masuk akal karena pilkada serentak tahun 2020 masih dilaksanakan 

secara langsung dan offline, sehingga cukup sulit untuk melaksanakan Pilkada ini sesuai dengan 

protokol kesehatan untuk memperlambat penularan virus pada masa pandemi COVID-19. 

Keadaan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Padahal 

otoritas daerah dan pemimpin lokal merupakan faktor utama yang sangat efektif dalam rangka 

penanganan pandemi COVID-19.6 

Maka dari itu, meskipun faktor kesehatan sangatlah penting, tidak melakukan pemilu 

bukanlah jawaban yang tepat dikarenakan kekosongan jabatan daerah akan menimbulkan 

kekacauan yang lebih. Meskipun ada beberapa solusi baik cara maupun alternatif dari Pilkada 

seperti melakukan Pilkada secara online, kembali diundur, maupun menunjuk pelaksana tugas, 

dalam Legal Opinion Ini kami akan lebih membahas mengenai Pilkada serentak berdasarkan 

PKPU 10 Tahun 2020 yang merupakan peraturan pelaksana dari PERPPU No.2 Tahun 2020 

yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 

2020. 
                                                   
4 Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, (No.1) 
5 R. Kennedy, and B. Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa 

Pandemi Covid- 19," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 2, pp. 188-204, May. 2020 
6 Yang, Liu., & Ren, Yang. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic 

Prevention and Control: 

Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, Vol.17, (No. 8), p.2731. 
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Protokol kesehatan untuk bakal calon kepala daerah dan masyarakat 

 
 

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kondisi pandemi COVID-19 bagi para bakal calon 

peserta pilkada serentak 2020 telah diatur dalam PKPU 10 Tahun 2020 terutama pada pasal 50 

yang mengatur dari mulai tata cara pendaftaran, pengecekan kesehatan jasmani rohani,hingga 

pemberian nomor urut bagi para bakal calon kepala daerah yang terinfeksi virus COVID-19. 

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, manfaat dari peraturan-peraturan pada pasal 50 ini tidak 

begitu signifikan atau bahkan tidak jelas fungsinya. Hingga pertengahan September 2020, 

tercatat sebanyak 60 bakal calon kepala daerah positif COVID-19.7 Banyaknya bakal calon 

kepala daerah yang positif COVID-19 ini juga tidak ditindak sebagaimana harusnya pasien 

positif COVID-19 diperlakukan. Bawaslu mencatat terdapat sebanyak 243 pelanggaran protokol 

kesehatan yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah maupun beberapa partai politik, 

beberapa pelanggaran tersebut diantaranya ada yang positif saat mendaftar, melakukan arak- 

arakan, atau bahkan tidak melampirkan hasil tes PCR saat mendaftar.8 Keadaan ini jelas sangat 

mengkhawatirkan karena pelanggaran-pelanggaran ini juga berdampak langsung pada 

masyarakat sekitar.Meski peraturan-peraturan mengenai kesehatan bakal calon kepala daerah 

pada pasal 50 ini seperti dianggap tidak ada oleh bakal calon kepala daerah maupun partai 

politik, KPU terlihat tidak menanggapinya dengan serius. 

Pasal 50 C ayat (2) PKPU 10 Tahun 2020 misalnya, sebenarnya sudah mengatur bahwa 

bakal calon kepala daerah yang positif COVID-19 harus dilakukan penanganan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pengendalian COVID-19. Namun dalam prakteknya seperti yang telah dijelaskan diatas, 

beberapa calon peserta yang terkena COVID-19 tidak memperdulian peraturan-peraturan 

tersebut dampaknya resiko penularan COVID-19 kepada relawan dan tim sukses dari bakal  

calon kepala daerah pun sangat mengkhawatirkan. PKPU 10 tahun 2020 tidak mengatur 

mengenai tindakan yang harus dilakukan kepada tim sukses maupun relawan bagi bakal calon

                                                   
7 Detik. (2020, September 17). Pemerintah: 60 Bakal Calon Kepala Daerah Positif Corona. Retrieved from 

https://news.detik.com/berita/d-5177176/pemerintah-60-bakal-calon-kepala-daerah-positif-corona 
8 Ibid 
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kepala daerah yang positif COVID-19. Seharusnya, PKPU 10 tahun 2020 juga tidak mengatur 

mengenai tindakan yang harus dilakukan bagi mereka walaupun melihat banyaknya kontak 

pihak-pihak ini dengan para bakal calon kepala daerah. 

 
Mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat, kami berpendapat bahwa peraturan- 

peraturan pada PKPU 10 tahun 2020 tidak cukup untuk melindungi kesehatan masyarakat. 

Ketentuan pada pasal 58 ayat (1) misalnya yang masih memperbolehkan pertemuan tatap muka 

dan harus dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup sangatlah berbahaya. Beberapa 

penelitian telah membuktikan bahwa virus lebih mudah menular di dalam gedung tertutup.9 

Seharusnya berdialog menggunakan teknologi seperti yang dijelaskan pada pasal 58 ayat (2) 

sudah cukup dikarenakan jika hanya sebuah dialog untuk kampanye, dialog menggunakan media 

daring tidaklah mengurangi substansi nya secara signifikan namun sangat mengurangi resiko 

penularan virus COVID-19. 

 
Peraturan mengenai kampanye terbuka juga sangat berbahaya dan sama sekali tidak 

sesuai dengan protokol kesehatan dikala pandemi. Terutama pada pasal 63 huruf b, KPU masih 

memperbolehkan kegiatan pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik. Meskipun pada pasal 

63 ayat (2) dijelaskan bahwa jumlah peserta yang hadir dibatasi paling banyak seratus orang dan 

tetap harus menerapkan protokol kesehatan, dampak dari peraturan ini langsung terlihat. Pada 

awal bulan September bahkan presiden Joko Widodo menyatakan keprihatinannya dan 

mengatakan terdapat konser pilkada yang didatangi oleh ribuan orang.10 Kegiatan yang sangat 

berbahaya dan sangat rawan terjadinya penularan COVID-19 secara masif ini tidak lepas dari 

peraturan pada PKPU 10 Tahun 2020 yang memberikan akses dan memperbolehkan acara 

seperti konser ini. KPU baru merevisi aturan ini pada revisi selanjutnya pada PKPU 13 Tahun 

2020. Bahwa KPU memperbolehkan kegiatan yang dapat mendatangkan massa yang masif pada 

PKPU 10 Tahun 2020 ini adalah keputusan yang sangat tidak bertanggung jawab. 

                                                   
9 Airborne transmission between room occupants during short-term events: Measurement and evaluation Indoor Air, 29 

(2019), pp. 563-576 
10CNBC INDONESIA. (2020, Septembber 8). Jokowi: ada paslon pilkada gelar konser, ribuan yang hadir!. Retrieved 

From 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200908111427-4-185136/jokowi-ada-paslon-pilkada-gelar-konser-ribuan-

orang-hadir 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20200908111427-4-185136/jokowi-ada-paslon-pilkada-gelar-konser-ribuan-orang-hadir
http://www.cnbcindonesia.com/news/20200908111427-4-185136/jokowi-ada-paslon-pilkada-gelar-konser-ribuan-orang-hadir
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Ketaatan pada protokol kesehatan adalah kunci dari keberhasilan dari penyelenggaraan 

Pilkada serentak 2020 pada pandemi COVID-19 ini. Kami beranggapan PKPU 10 Tahun 2020 

sebagai peraturan pelaksana dilaksanakannya Pilkada serentak 2020 ini telah gagal baik dari 

unsur substansi maupun bentuk penegakkan nya. Peraturan-peraturan yang memberikan akses 

dan memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa dan terjadinya banyak sekali 

pelanggaran menjadi bukti tidak efektifnya undang-undang ini untuk dijadikan sebagai dasar 

untuk melaksanakan pilkada serentak 2020. Konsekuensi dari tidak dilakukannya pilkada 

serentak 2020 tidak sebanding jika nyawa dari masyarakat menjadi taruhannya. 

 
Pengaturan pelanggaran protokol kesehatan pada PKPU 10 Tahun 2020 

 

Dalam suatu peraturan hukum kehadiran dari sanksi sangatlah penting karena sanksi 

merupakan bagian dari penegakan norma hukum yang memaksakan hukum itu ditegakkan. 

Sanksi sedemikian rupa membuat suatu peraturan dapat ditegakkan dengan tegas dan dapat 

memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri 

sehingga sanksi menjadi alat pemaksa agar suatu peraturan dapat ditaati. Dalam PKPU 10 tahun 

2020 hal ini tidak mengatur tentang sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

para peserta pilkada tersebut baik calon kepala daerah, partai politik dan penyelenggara dari 

pilkada serentak. 

 
Melihat dari banyaknya pelanggaran pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang 

dilakukan baik oleh calon kepala daerah maupun oleh partai politik pengusung maka dapat 

dipertanyakan keseriusan KPU dalam melaksanakan program protokol kesehatan. Dalam PKPU 

10 Tahun 2020 juga tidak terdapat sanksi berbentuk apapun terhadap pelanggaran protokol 

kesehatan. Hal ini juga sangat berpengaruh kepada pelanggaran pada protokol kesehatan pada 

penyelenggaran pilkada seperti masih ada pengumpulan massa pada saat proses pendaftaran dan 

juga masih adanya calon kepala daerah yang menggelar acara pentas seni dan konser dangdut. 

 
KPU seperti tidak memperhitungkan pentingnya sebuah sanksi dari peraturan.Padahal 

sanksi sendiri adalah hal yang sangat penting karena dapat menjadi sebuah alat pendorong agar 

suatu peraturan dapat ditaati oleh setiap orang.Walaupun dalam praktiknya kehadiran dari sebuah 
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sanksi tidak dapat menjadi sebuah jaminan suatu peraturan ditaati oleh setiap orang, ketiadaan 

sanksi justru adalah hal yang lebih absurd. Ketiadaan sanksi justru menghilangkan unsur 

paksaan dalam peratturan itu sendiri. 

 
V. Kesimpulan 

 

Pilkada merupakan kegiatan yang amat penting sebagai perwujudan dari demokrasi di 

Indonesia. Namun, karena pada tahun 2020 ini terjadi kondisi tttak tterduga yaittut pandemio 

COVID-19 maka kesehatan dan keselamatan warga tetap harus menjadi hal yang utama. Dengan 

begitu, syarat untuk terlaksananya pilkada serentak 2020 ini tidak lepas dari harus adanya 

protokol kesehatan yang baik sehingga penyelenggaraan pilkada ini tidak membahayakan 

kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

Protokol kesehatan pada pilkada serentak 2020 di masa pandemi merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh KPU, Namun peraturan yang ada dalam PKPU 10 Tahun 2020 yang 

mengatur mengenai protokol kesehatan masih sangat kurang dimana masih banyak 

kekosongan/kurangnya aturan mengenai protokol kesehatan. Sehingga dalam PKPU 10 Tahun 

2020 perlu ditambah dan diperbaiki terhadap aturan mengenai protokol kesehatan yang jelas dan 

mencakup seluruh aspek yang ada dan dibutuhkan demi kelancaran pilkada serentak 2020 juga 

demi kesehatan para peserta dan masyarakat pemilih. 

Terjadinya banyak pelanggaran pada proses pilkada serentak yang didasarkan oleh PKPU 

10 Tahun 2020 ini dikarenakan dua faktor utama yaitu tidak adanya sanksi yang jelas dan 

mengikat bagi pelanggarnya dan tidak ketatnya pengawasan dari KPU maupun dari SATGAS 

COVID-19 untuk menegakkan peraturan itu sendiri. Sehingga seakan memperbolehkan 

pelanggaran untuk dilakukan. KPU harus segera membuat peraturan-peraturan mengenai sanksi 

dari pelanggaran pada peraturan ini terutama pelanggaran terhadap protokol kesehatan, sehingga 

pelanggaran-pelanggaran tersebut setidaknya dapat ditegakkan dengan baik karena memiliki 

sanksi yang tegas. 
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